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= tanganan nota kesepa-
Saman o merupakan langkah strate-
o= c=iam rangka mewujudkan sinergi
Zri=r= 57% Rl dengan para pemangku
w=oentingan, termasuk diantaranya
pemerintah daerah. Dalam

pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan Negara, BPK RI mendapat
kewenangan meminta data/dokumen
kepada pihak yang diperiksa (Auditee)
dan/atau pihak lain yang terkait. Untuk
mempermudah perolehan data/doku-
men, BPK Rl memprakarsai pemben-
tukan pusat data dengan auditee me-
lalui strategi link and match.

Melalui nota kesepahaman ini,
selanjutnya akan dibentuk pusat data
BPK RI dengan menggabungkan data
elektronik BPK RI (E-BPK) dengan data
elektronik auditee (E-Auditee). Melalui

kukan perekaman, pengolahan, pe-
manfaatan dan monitoring data ytang
bersumber dari berbagai pinak dalam
rangka pemeriksaan atas pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan
Negarz. Dengan cara ini, monitoring
keuangan Negara akan semakin kuat
dan pemenksaan BPK Rl akan semakin
efisien dan efekitrif. Konsep seperti ini
disebut dengan BPK Sinergi.

BPK RI mengharapkan melalui BPK
Sinergi tersebut akan memberikan
manfaat yaitu : 1) mengurangi KKN se-
cara sistemik, 2).mendukung optimali

s== pensnmaan Negara, 3).mendukung
i fekiifitas pengeluaran Negara.
~o=niz nsat BPK tersebut dapat direalisasikan

Sesual dengan ketentuan Pasal 10 huruf a
2z2n 0 UU No. 15 Tahun 2004 dan Pasal 9 ayat (1)
nuruf b UU No.15 Tahun 2006, BPK RI memiliki
kewenzngan untuk meminta keterangan dan/atau
doxumen yang wajib diberikan setiap orang, unit
organisas Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah,
Lembagz Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN,
SLU, BUMD dan lembaga atau badan lain yang
mengelola keuangan Negara.

Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa tanpa
nota kesepahaman bersama ini BPK R tetap
berwenang untuk mengakes data pemerintah
daerah yang diperlukan dalam rangka
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pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan Negara. Nota kesepahaman ini
lebih mengatur tata cara akses data terkait
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
Negara.

Melalui nota kesepahaman ini, BPK Rl berharap
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
Negara dapat lebih optimal sehingga hasilnya dapat
dipergunakan untuk mendorong terwujudnya
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebelumnya BPK Rl telah melakukan penanda
tanganan nota kesepahaman dengan lembaga
Negara, lembaga perwakilan, kementerian Negara/
lembaga, BUMN dan pemerintah daerah lainnya,
termasuk dengan Supreme Audit Institution Negara
lain (BPK Luar Negeri).

Dengan penandatanganan nota kesepahaman
pada hariini (1§/6) BPK Rl telah mendandatangani
939 nota kesepahaman, termasuk diantaranya 412
nota kesepahaman tentang pengembangan dan
pengelolaan informasi untuk akses data. (Y/L).




